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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG 

APOTEK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas, 

keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian 

kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan 

pelayanan kefarmasian di Apotek; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata 

Cara Pemberian Izin Apotik perlu disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Apotek; 

 

Mengingat  :  1. Ordonansi Obat Keras (Sterkwerkende Geneesmiddelen 

Ordonanntie, Staatsblad 1949:419); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3671); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5062); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

5. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang­Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang 

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3781); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang 

Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5126); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5419); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 

12. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin 

Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin 

Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137); 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan 

Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

74); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1508); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APOTEK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat 

dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. 

2. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan 

untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. 

3. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan 

pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan 

Tenaga Teknis Kefarmasian. 

4. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai 

Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan 

Apoteker. 

5. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang 

membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan 

kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli 

Madya Farmasi dan Analis Farmasi. 

6. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya 

disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

konsil tenaga kefarmasian kepada apoteker yang telah 

diregistrasi.  

7. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah 

bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah 

kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk 

menyelenggarakan Apotek. 

8. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat 

SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker 

sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan 

praktik kefarmasian.  

9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang 

selanjutnya disingkat SIPTTK adalah bukti tertulis yang 
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diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 

kepada tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberian 

kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian. 

10. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, 

atau dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam bentuk 

kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan 

menyerahkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan 

bagi pasien. 

11. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat 

tradisional, dan kosmetika. 

12. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin 

dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang 

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, 

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat 

orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, 

dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi 

tubuh. 

13. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang 

ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) 

yang daftar produknya diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

14. Organisasi Profesi adalah Ikatan Apoteker Indonesia. 

15. Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan 

yang selanjutnya disebut Kepala Balai POM adalah 

kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

16. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang 

selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan 

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

pengawasan obat dan makanan.  

17. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kepala 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota. 
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